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Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan
penting dalam menentukan kelancaran pembangunan
nasional.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk
pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang
diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau
Pelaku Usaha.

Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara
langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah
Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang
tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk
dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus
sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat
diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata,
dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau
badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios,
los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang
kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau
koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang
melalui tawar-menawar.

Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG
adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan
kepada pemilik Gudang.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

46. Alat . . .
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metrologi legal; dan

pengawasan Kegiatan Perdagangan dan pengawasan
terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang
dalam pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN EKSPOR DAN IMPOR

(1)

(2)

Pasal 3

Kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan
Impor dilaksanakan oleh Menteri.

Pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Ekspor dan
Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dalam bentuk:

a. persetujuan Ekspor;
persetujuan Impor;
Eksportir terdaftar;
Importir terdaftar;
Importir Produsen;

-0 a0 U

penentuan tempat pengeluaran dan pemasukan
Barang;

jenis Barang;

7

h. kewenangan,
1. persyaratan Eksportir dan Importir;

tata cara permohonan perizinan Ekspor dan
Impor;

.

penerbitan perizinan Ekspor dan Impor;
verifikasi atau penelusuran teknis;
kewajiban Eksportir dan Importir;
larangan bagi Eksportir dan Importir;

pengawasan; dan

T B B TR

sanksi.

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan
pengendalian di bidang Ekspor dan Impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 4

Menteri dapat menetapkan pelaksanaan verifikasi atau
penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf 1 terhadap Barang tertentu.

Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
terhadap Barang tertentu dengan kriteria
yang disepakati dalam rapat koordinasi di kementerian
yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang tertentu yang
dapat dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis
dan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis
diatur dengan Peraturan Menteri.

Jenis Barang tertentu yang diatur berdasarkan
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diubah berdasarkan keputusan rapat
koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi,
dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian atau pejabat yang
ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan
untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

Pasal 5
Eksportir dalam kegiatan Ekspor wajib memiliki NIB.
(2) Dalam . . .







































